
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ten tang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan.
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Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

3. Undang-Uridang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun dan penerima Tunjangan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.



(2) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan
negara.

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gaji dan tunjangan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan
kepada:
(1) Pejabat Negara tertentu, yang meliputi :

a. Bupati dan Wakil Bupati;
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(1) PNS diberikan Gaji atau tunjangan ketiga belas Tahun
Anggaran 2019.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. PNS yang diberhentikan semen tara;
b. CPNS
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Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat­
syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang­
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri at au
disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta
di menurut peraturan yang berlaku.

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta
pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang­
Undang.

Pasal 1

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMBERIANGAJI ATAUPENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN2020 OJ LINGKUNGAN
PEMERINTAHOAERAHKABUPATENKAIMANA.

MEMUTUSKAN:



Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2020 masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah.

Pasal6

(1)Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 dan Pasal4 dibayarkan bulan Agustus.

(2)Dalam hal pembayaran tunjangan ketiga belas belum
dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembayaran dapat dilakukan pada bulan bulan
berikutnya.

Pasal5

(1) Gaji atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud
Pasal2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada
bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada Bulan Juli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan belum dibayarkan
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan
tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau tunjangan
ketiga belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan
keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf
b diberikan paling sedikit meliputi 80% (delapan puluh
persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum,

(5) Besaran Gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan Zatau
potongan lain berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

(6)Besaran Gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Pasal4



BERITA DAERAH KABUPATENKAIMANATAHUN 2020 NOMOR..~9S

BUPATEN KAIMANA,

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal II Agustus 2020

~
MAT S MAIRUMA +

Ditetapkan di K imana
pada tanggal II Agustus 2020f BUP TI KAIMANA,P

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
Dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

sejak tanggalini mulai berlakuPeraturan Bupati
diundangkan.
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